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ABSTRACT
Penyerapan anggaran belanja pemerintah memiliki peranan penting dalam
percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pemerintah. Ada beberapa
faktor yang menjadi penghambat penyerapan anggaran, seperti: lemahnya
perencanaan anggaran atau daya serap rendah yang mencerminkan perencanaan
program yang tidak matang, sehingga sering dilakukan revisiyang dapat
memperlambat pelaksanaan anggaran karena dianggap tidak valid dan akuntabel.
Faktor penghambat lain yaitu proses pembahasan anggaran yang terlalu lama
sehingga memperlambat proses eksekusi dilapangan. Lambatnya proses tender
juga harus diperbaiki dan disosialisasikan lebih luas agar pejabat pembuat
komitmen dan kuasa pengguna anggaran lebih memahami ketentuan pengadaan
barang dan jasa serta pelaksanaan anggaran.
Untuk mengurangi tingkat keterlambatan penyerapan anggaran, diperlukan
beberapa strategi baik dari pihak satuan kerja terkait maupun Bendahara Umum
Negara (KPPN), seperti : perencanaan anggaran yang baik, pelaksanaan anggaran
yang efektif dan efisien, pencapaian kinerja yang optimal, monitoring dan
evaluasi, penerapan SOP yang baru, peningkatan kualitas SDM dan sarana
prasarana, dan sosialiasi serta bimbingan teknis terkait anggaran kepada satuan
kerja. Strategi ini dilakukan guna pembangunan pemerintah yang optimal, efisien
dan efektif.
Kata kunci : Strategi; Pelaksanaan Anggaran; Pembangunan Pemerintah
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PENDAHULUAN
Awal reformasi keuangan negara di Indonesia ditandai dengan
diterbitkannya tiga paket Undang-Undang Keuangan Negara oleh pemerintah,
yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan negara, ketiga paket
Undang-Undang Keuangan Negara tersebut diharapkan dapat meningkatkan
profesionalitas, akuntabilitas, serta transparansi pemerintah dalam pengelolaan
keuangan negara. Untuk itu diperlukan proses penyerapan belanja negara yang
dinamis dan terjadwal guna mempercepat proses pembangunan dan memacu
tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa fungsi
anggaran negara adalah sebagai alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan
ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran negara yang mencakup
penerimaan dan pengeluaran negara berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan
dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai
tujuan bernegara. Untuk mencapai suatu sistem penganggaran pemerintah yang
baik, pemerintah telah menyusun suatu sistem anggaran berbasis kinerja yang
mengimplementasikan prinsip-prinsip penganggaran. Tentu saja hal tersebut
bertujuan untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi pemerintah dalam
pembangunan di Indonesia yang  dilaksanakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat, sebagaimana yang tertuang dalam Ayat (1) Pasal 23 Undang-
Undang Dasar (UUD) 1945.
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Perwujudan UUD 1945 Dalam Pelaksanaan Anggaran di Indonesia
-Tersedia online di http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas
Volume 5 No 01 Tahun 2016, hal 12-21
15
Copyright @ 2016, Societas, p- ISSN: 2252-603X, e-ISSN: 2354-7693
Namun demikian dalam praktiknya, pelaksanaan penganggaran berbasis
kinerja yang mengusung semangat reformasi keuangan negara tersebut masih
sering tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini diindikasikan dengan masih
adanya keterlambatan penyerapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) oleh Kementerian Negara/Lembaga dan Satuan Kerja (Satker)
dibawahnya.
Melihat penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga di Indonesia yang
dari tahun ke tahun dinilai masih kurang optimal dan cenderung terjadi
penumpukan diakhir tahun anggaran, pemerintah melalui Kementerian Keuangan
telah berupaya untuk melakukan percepatan dalam proses penyerapan anggaran,
namun upaya tersebut dinilai masih belum memberikan hasil yang memuaskan.
Permasalahan keterlambatan penyerapan anggaran ini masih perlu mendapat
perhatian serius dari pemerintah, terutama untuk belanja barang dan belanja
modal, karena kedua belanja tersebut sangat berpengaruh dalam meningkatkan
pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti ketika
belanja modal dan barang ditingkatkan, maka tingkat pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat secara moderat akan mengalami peningkatan. Hal ini
dikarenakan kenaikan alokasi belanja barang dan modal akan menaikkan
produktifitas dan daya beli masyarakat yang pada akhirnya juga akan mengurangi
tingkat kemiskinan. Akan tetapi diantara kedua belanja tersebut, pada suatu
negara berkembang belanja modal memiliki peran lebih penting proses
pembangunan dalam negara tersebut. Oleh karena itu, ketika terjadi keterlambatan
penyerapan anggaran khususnya belanja modal, maka akan menghambat
pembangunan infrastruktur suatu daerah, seperti pengadaan tanah, pembangunan
gedung-gedung, jalan dan jembatan, irigasi, serta peralatan dan mesin.
Pada kenyataannya, pada beberapa daerah penyerapan anggaran belanja
barang dan belanja modal dalam satu tahun anggaran masih sering menunjukkan
penyerapan anggaran yang belum efektif dan efisien, hal ini  dapat dilihat dari
penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan, dimana penyerapan
rendah pada awal tahun anggaran  dan tinggi di akhir tahun anggaran.
METODE
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kajian pustaka.
Kajian pustaka atau studi kepustakaan atau studi literatur bertujuan
mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode atau
pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk
buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain
yang terdapat di perpustakaan. Prastowo (2012).
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PEMBAHASAN
Dalam proses penyerapan anggaran di Indonesia terdapat dua fenomena
yang sering terjadi pada satuan kerja, yaitu keterlambatan penyerapan anggaran
dan penyerapan anggaran yang rendah. Keterlambatan penyerapan anggaran
merupakan masalah klasik dalam pelaksanaan anggaran dimana proporsi
penyerapan anggaran tidak sesuai dengan target penyerapan anggaran yang telah
ditetapkan oleh pemerintah. Hal yang sering terjadi dalam proses penyerapan
anggaran yaitu frekuensi pengajuan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)
cenderung sangat rendah pada awal tahun, meningkat pelan-pelan sepanjang
tahun, dan meningkat drastis di akhir tahun. Tren pencairan yang tidak
proporsional ini menimbulkan banyak masalahyang dapat menghambat keandalan
proses pencairan dan rendahnya penyerapan anggaran pada akhir tahun anggaran,
meskipun tidak seluruh Satker yang mengalami keterlambatan penyerapan
anggaran mengalami penyerapan anggaran yang rendah, akan tetapi Satker
tersebut memiliki kecenderungan kualitas output yang rendah akibat hanya
mengejar target penyerapan. Sementara itu penyerapan anggaran yang rendah
khususnya belanja barang dan modal patut disayangkan karena belanja barang dan
belanja modal merepresentasikan belanja pemerintah yang memiliki peran penting
bagi kinerja perekonomian melalui pembangunan infrastruktur. Apabila alokasi
anggaran yang telah ditentukan tidak terserap dengan baik atau tingkat
penyerapan anggarannya rendah, maka pembangunan ekonomi didaerah tersebut
akan terhambat.
Adam Smith mengemukakan bahwa individulah yang mengetahui apa
yang terbaik bagi dirinya, sehingga dia akan melakukan apa yang dianggap paling
baik bagi dirinya. Setiap individu akan melakukan aktivitas yang harmonis
seakan-akan ada tangan yang mengatur (invisible hand). Paham klasik akan
berkeyakinan bahwa perekonomian akan tercapai dalam keadaan full employment.
Menurut Keynes, untuk mencapai tingkat full employment diperlukan peranan
pemerintah dalam hal kebijakan fiskal, moneter, dan pengawasan langsung.
Kebijakan fiskal berupa pengaturan anggaran penerimaan dan belanja negara,
kebijakan moneter yaitu dengan memengaruhi jumlah uang beredar dan tingkat
suku bunga, pengawasan langsung yaitu dengan membuat peraturan-peraturan
agar perekonomian dapat berjalan lancar dan pembangunan dapat
terlaksana.Keynes (1936)
Untuk mencapai tingkat pembangunan yang makmur dan mensejahterakan
masyarakat, peran pemerintah sangat penting, karena pemerintah sebagai pihak
yang kredibel dalam menyediakan legal sistem atau peraturan yang mengatur
sektor privat, pemerintah juga berperan dalam membenahi perekonomian jika
terjadi kegagalan pasar seperti adanya monopoli, eksternalitas negatif, kegagalan
informasi dan juga keterbatasan barang publik. Di era globalisasi sekarang ini
peran pemerintah semakin penting dimana pemerintah berperan dalam pembuatan
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perencanaan untuk tujuan strategis, menciptakan lingkungan yang menarik bagi
sektor swasta, privatisasi perusahaan negara, dan membuat peraturan dalam
rangka untuk menghindari krisis dan kegagalan pasar. Oleh karena itu secara
umum pemerintah mempunyai fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, dan regulasi.
Mardiasmo (2005)
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pemerintah menggunakan
anggaran sebagai alat untuk merancang program kerja atau langkah-langkah yang
akan dilakukan, sehingga setiap aktivitas dapat terarah dan terkontrol dengan baik,
dalam pelaksanaannya proses ini dikenal dengan siklus anggaran. Dibawah ini
digambarkan siklus anggaran di Indonesia :
Siklus Anggaran di Indonesia
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Siklus anggaran dimulai dari tahap penyusunan dan penetapan APBN.
Pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka
ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR selambat-lambatnya
pertengahan bulan Mei. Kemudian pemerintah pusat dan DPR membahas
kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh
pemerintah pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun
anggaran berikutnya. Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok
kebijakan fiskal, pemerintah pusat bersama DPR membahas kebijaksanaan umum
dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian
negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran .
Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, rincian pelaksanaannya
dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden tentang rincian APBN.
Kemudian Menteri Keuangan memberitahukan kepada menteri/pimpinan lembaga
agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing
kementerian negara/lembaga. Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen
pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya,
berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang
rincian APBN. Dalam dokumen pelaksanaan anggaran diuraikan sasaran yang
hendak dicapai, fungsi, program, dan rincian kegiatan anggaran yang disediakan
untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan
kerja, serta pendapatan yang diperkirakan.
Pada dokumen pelaksanaan anggaran juga dilampirkan rencana kerja dan
anggaran badan layanan umum dalam lingkungan kementerian negara/lembaga.
Terhadap dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan
disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, BPK, Gubernur, Direktur
Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah
Ditjen Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara (KPPN) terkait,
dan Kuasa Pengguna Anggaran. Pengajuan dana dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar oleh masing-masing penanggungjawab kegiatan kepada
Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara, yang kemudian
melaksanakan fungsi pembebanan kepada masing-masing bagian anggaran serta
fungsi pembayaran kepada yang berhak melalui jalur penyaluran dana yang
ditetapkan dengan mekanisme giralisasi.
Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan anggaran yang optimal,
khususnya untuk belanja kementerian /lembaga, dilakukan langkah-langkah
strategis pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga disetiap aspek
pelaksanaannya, sebagai berikut :
1. Perencanaan
Perencanaan anggaran yang dimaksud dalam hal ini yaitu :
a. Meneliti kembali Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah
diterima dan segera mengajukan usulan revisi DIPA dalam hal hasil
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penelitian yang dilakukan memerlukan penyesuaian/perbaikan dalam
DIPA.
b. Dalam hal terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA
(a.l.blokir), segera mempersiapkan dokumen (TOR, RAB, dll) yang
diperlukan untuk menyelesaikan catatan dalam DIPA tersebut dan
mengajukan usul revisi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran
2016.
2. Pengadaan Barang dan Jasa
a. Menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2015 tentang
Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
b. Apabila memungkinkan, seluruh satuan kerja agar melaksanakan
pengadaan barang dan jasa yang nilai paket pekerjaannya dibawah 200
juta paling lambat triwulan I tiap tahunnya.
c. Segera menyampaikan data perjanjian/kontrak pengadaan barang dan
jasa
3. Pelaksanaan Anggaran
a. Mengusulkan dan menetapkan dengan segera pejabat perbendaharaan
dan juga segera menyampaikan Surat Keputusan kepada KPPN yang
disertai spesimen tanda tangan PPSPM dan cap/stempel satuan kerja.
b. Segera menetapkan target penyerapan dan pencapaian output untuk
memenuhi kinerja yang telah ditetapkan.
c. Segera menyusun petunjuk operasional kegiatan sebagai acuan dalam
pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA.
d. Segera mengajukan permohonan izin pembukaan rekening bendahara
pengeluaran kepada KPPN (jika belum ada atau mengalami perubahan)
e. Melakukan review atas rencana penarikan dana (RPD) dan rencana
penerimaan dana yang telah tertuang dalam DIPA dan melakukan
penyesuaian berdasarkan kondisi terkini dengan berpedoman pada PMK
Nomor 277/PMK.05/2014
f. Mempercepat proses verifikasi dan tahapan penyaluran bantuan sosial
atau bantuan pemerintah.
g. Segera menyelesaikan dan tidak menunda proses pembayaran untuk
pekerjaan yang telah selesai terminnya atau kegiatan yang telah selesai
pelaksanaanya sesuai ketentuan yang berlaku
h. Memastikan batas waktu penyelesaian tagihan terpenuhi sesuai dengan
ketentuan antara lain dengan membuat routing slip pada setiap tagihan.
i. Mengoptimalkan penggunaan Aplikasi OM SPAN untuk monitoring
pelaksanaan anggaran, diantaranya memastikan kebenaran dan supplier
sebelum melakukan proses pembayaran tagihan dan penyelesaian SP2D
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j. Segera melakukan revolving Uang Persediaan (UP) jika penggunaanya
telah mencapai 50%
k. Memastikan capaian output dan tidak hanya fokus pada penyerapan
anggaran
l. Mempedomani ketentuan terkait pengelolaan data supplier dan data
kontrak sebagaimana terlampir.
4. Pengendalian dan Pengawasan
Menjadikan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai mitra
dalam proses pelaksanaan anggaran untuk menyelesaikan permasalahan-
permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan anggaran sehingga tidak
berdampak pada pertanggungjawaban.
5. Asistensi dan Konsultasi
Artinya, apabila terdapat permasalahan, kendala dan hambatan dalam proses
pembayaran yang memerlukan koordinasi maka satuan kerja yang dimaksud
agar segera melakukan konsultasi dan komunikasi dengan pihak KPPN selaku
Bendahara Umum Negara (BUN)
PENUTUP
Pelaksanaan Anggaran oleh satuan kerja di ruang lingkup KPPN masih
dinilai kurang efektif dan efisien dan juga dinilai tidak ekonomis dan dominan dan
juga masih menggunakan pendekatan tradisional terutama dalam pembangunan
pemerintah. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat penyerapan anggaran
oleh satuan kerja, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal
yang menjadi penghambat penyerapan anggaran oleh satuan kerja adalah :
intervensi eksternal, minimnya kontrol masyarakat dan kultur birokrasi.
Sedangkan, faktor internal yang menjadi penghambat penyerapan anggaran oleh
satuan kerja antara lain: kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang masih
rendah, pemanfaatan yang tidak efektif, komitmen dan konsistensi, koordinasi dan
kerjasama, konflik kepentingan, inovasi, term of references (TOR), pengawasan
internal dan peran kelembagaan – pimpinan.
Guna mewujudkan pembangunan pemerintah yang optimal, efektif dan
efisien, diperlukan beberapa strategi yang dilakukan agar pelaksanaan anggaran
lebih optimal lagi dan mencapai target, antara lain : perencanaan yang matang,
pengadaan barang dan jasa yang cepat dan tepat, pelaksanaan anggaran yang
sesuai DIPA, tepat dan optimal, pengendalian dan pengawasan yang bertanggung
jawab dan konsultasi atau komunikasi yang berkesinambungan.
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